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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1.       Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Koperasi Petruk dalam melaksanakan penambangan 

pasir di Sungai Gendol sudah menjalankan Tanggung Jawab terhadap 

perlindungan lingkungan di sekitar Sungai Gendol dan sedikit adanya 

kendala. Koperasi Petruk sudah menjalankan segala bentuk 

pertanggungjawaban dan Corporate Social Responsibility (CSR) secara 

baik dan teratur. 

Bentuk tanggung jawab yang diberikan berupa pelaksanaan proses 

reboisasi atau penanaman Kembali di wilayah sekitar Sungai Gendol 

bekas penambangan. Melaksanakan Corporate Social Responsibility 

(CSR) sebagai upaya mengembalikan aktivitas lingkungan. Melakukan 

pengembangan dan perbaikan jalan di Desa Kepuharjo, jalur dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu jalur evakuasi, jalur penambangan, dan jalur 

wisata. Memberikan 30% sampai 33% dari hasil kotor tiap kali produksi 

penambangan pasir kepada para masyarakat di Desa Kepuharjo. 

2.       Kendala yang dialami Adanya keluhan dari masyarakat karena jalan 

rusak dan bising. Solusinya koperasi dan dengan persetujuan dari Bapak 

Dukuh serta tokoh-tokoh masyarakat sekitar melakukan pungutan bagi 

truk-truk yang melintas di wilayah desa. Membentuk paguyuban jalan 
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yang bertugas melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu 

Rupiah) tiap satu truk, untuk pengembangan jalan dan perbaikan jalan. 

B. Saran 

1.       Penulis ingin memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten 

Sleman. Beberapa pengusaha tambang merasa bahwa pada saat ini 

hukum yang ditegakkan masih bercelah. Karena izin yang dikeluarkan 

oleh dinas hanya mengeluarkan terkait penambangannya bukan proses 

setelah penambangan pasir tersebut atau pengolahan hasil 

penambangannya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang 

keluar dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan 

pengolahannya. 

2.       Saran kedua ditujukan kepada Dinas PUP-ESDM, Pada saat ini 

banyak pengusaha tambang yang dalam melaksanakan penambangan 

melebihi batas samping-samping penambangan di sungai gendol dan 

supaya tidak terlihat telah ditambang, para penambang mengakali 

dengan menutupi bekas penambangan pasir di batas pinggir sungai 

dengan cara menumpukan batu di batas-batas sungai. Hal ini sebagai 

saran untuk Dinas PUP-ESDM supaya kedepannya lebih 

memperhatikan dan datang langsung ke wilayah Sungai Gendol untuk 

mengecek terkait batas sungai yang hanya ditutupi dengan tumpukan 

batu. 
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